
BI'PATI BARTSO SELJTTAIT
PROVIilSI KALIMAIITAtr TENGAH

KSPUTUSAIT BI'PATI BABITO SEU\TAN
lroMoR 183.45/ 36 12or22

TEI5TAISG

PEMBENTTIKAI{ FORI'M DATA TERPILIIH GEISDER DAIT AITAK
I{ABI'PATEU BARITO SEI"ATAil TATIUU AITGGABAil 20/22

Menirnbang :4.

BTIPATI BARITO SEI,ATAIT,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penganrsutamaan gender
dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah
sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai masukan
analisis gender dan pemenuhan hak anak;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak,
yang menyebutkan pada pokolmya mwryebutkan bahwa
dalarn penyelenggara.a:e sistem data gender dan anak di
daerah dapat merrbeatuk Forum Datar Teryilah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Data
Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 20221

Undang-Undang Nomor 27 Tahus 1959 tentang Penetapan
Undang Undang Darurat No. 3 Tahua 1953 Tentang
Perpanjangan Pernbentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan;
Undang-Uadang Nomor 7 Tahtrn 1984 tentaag Pengesahan
Conuention on tle Elimination af All Form.s of Disclrimination
Against Wam.en (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindrrngan Arrak, s,ebagairna:aa tetrah dirrbah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2OL4 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AA2 tentang

Meagingat : 1.

Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZOl4 tentang

Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20ls
tentang Ferubahan Kcdua Atas Un0ang - Un0ang Nuruor ZS
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kaii tefakhir deng44 Uadqt-g-Uqdan_g l-Yprnor 9 Tahun 201-5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor' 15 Tahun 20OB
tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2OlI
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah;

6. Peratr-lran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 68
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
di Kalimantan Tengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2A14 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Psmba4gqqan DAprah Di Prqvieqi Ka]igranta11 Teql_gah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor T
Tahun 2O2O tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun
2421 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2OOO tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2A22,
dengan slrsllnan dan keanggotaan sebagairrrana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini-

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATLI
mempunyai tugas sebagai berikut:
a, lqelnpqgrnosikaqr da4 rneq!!q!!!taqi PUG kepada

masing Perangkat Daerah;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang kesetaraan

gender. kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja
masing-masing Perangkat Daerah;

c. men1rusLrn prograrn kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran

yang responsif gender;
e. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing

instansi;



f.

ob'

h.

menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap
anggaran daerah;
rnq{ry!4qql_ Reqqaqa Ak_qi Deprah puc di Kebupaten
Barito Selatan;
pen5rusunan data terpilah gender dan anak pada unit kerja;
dan
mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal
Point di masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungiawab kepada
Bupati Barito Selatan.

segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2022 masing-masing Satuan Kerja perangkat
Daerah.

Keputusan ini mulai berlalm pada tanggal ditetapkan dan
berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2A22.

langgal 1i pe;-.;'rir:3i" 2022

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

P4

Tembusan disampaikan kepada YtJl :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
2. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

SEI,ATAIT,

Ditetapkan di Buntsk

w



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR :188.45 I :,:12022
TANGGAL : 'i: ;i*li-':n:s;mi 2A22

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

No" r{AilrA I JABATA}$ FOKOK JABATAX DAI-AM
POIGIA

1 Bupati Barito Selatan Peaanggr.lng Jawab I

2. Wakil Bupati Barito Selatan Penanggung Jawab II

3. Sekretaris Daeral Kab. Barito Selatan Pengarah

4. Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan Ketua

A. BIDAITG EI(ONOililI

1.
Kepala Dinas Tenaga Ke{a dan ?ransmigrasi Kab. Barito
Selatan. Koardinator

2. Kabag Administrasi Perekonomian
Setda Kab. Barito Selatal.

& Sumber Daya Aiam Sekretaris

-o.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Barito Selatan Anggota

4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Barito Seiatan

Ansgnfa

5.
Kepala Dinas Komunikasi
Selatan.

darr Informatika Kab. Barito
Anggota

6
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Selatan. Anggota

I
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Barito Selatan Anggota

8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan Anggota

I Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Selatan Anggota

B. BIDAIIG KESF^TAII?ERAAIT SOSI}L

1. Kepala Dinas Kesehatan Kah. Barito Selatan Koordinator

2. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Barito Selatan Sekretaris

3. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Barito Selatan Anggota

4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Selatan

Anoontq

5.
Kepala Dinas Pernuda Olal- Raga, Parirvisata den
Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan

Anggota

6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barito
Selatan

Anggota



Kabag Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan

BIDANG FOLITIK DAIT ET'KT'M

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kab. Barito
Selatan

Kabag Hukum Setda Kab. Barito Selatan

Sekretaris DPRD Kab. Barito Selatan
Kepala Badqr Kepegawaian aan €n*mb]antan SbM
Kefu1petell Barito Selatan
Sep.ala_Dinas perpustakaan dan G;a;ii; D"e.rh Kab.

Kepa]a satuan porisi ramon[ rrafi-dan-p"*,dam dd;]."rr.
Kab. Barito Selatan
Kabag Organisasi Setda Kab. Barito Selatan

Kabag Umum Setda Kab. Barito Selatan

Kabag Pemerintahan Setda Kab. Barito Selatan

SEITtrIEAARIAf PIOI(JA PUG

5tp4" Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berenc€ma,
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Ir"f.
Kabupaten Barito Selatan.
Sekretaris Dinas pengendalian pe;a;a;k, 61";ga *-
Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlinJurrga*
Anak Kabupaten Barito Selatan.

S"p4" Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
Anak pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan
Kepata Bidang Keluarga Berencana pada DppKBp3A Kab.
Barito Selatan

5:q4l Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada
DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan

{epah -eidang Pengendalian rena[riut< paaa DppKBpsA 
-KaL

Barito Selatan

fslta, A.Md (Anatis Kebijakan Bidang pppA pada DppI(BpsA
Kab. Barsel)

Lenni Manurung, A.Md, Keb (Kasi perlindungan Hak
Perempuan)

Herlina Triana sitorus, 
-A. 

Md.Kep (Analis Keb{i akan Bidang
PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barset)

Ariansyah, sEI Tenaga Kontrak (operator Bidang pppA Dinas
PPKBP3A Kab. Barito Selatan).

Ida Rahmawati, S.Psi, Tenaga Kontrak {pelaksana Bidang
PPPA pada DPPKBPSA Kab. Barsel)

s\ .r,

v\1

R^"\ \*-/. b'srus-!;


